
GIJBERI\IJR LAIT{PT'NG
PERATURAIT GI'BERIYI'R LIIUPUITG

ITOUOR 50 TAHIIIT 2U2S

TENTANG

PEITJABARAN AITGGARAIT PENDAPATAN DAN BELIIITJA DAERAII
PROVIilSI LIIUPT'IYG TAHIIN AITGGARAIT 2(y26

DENGAN RAIIUAT TI'HAIT YAITG UAIIA ESA

GUBERITUR L/IMPUNG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi L^ampung
Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
I"ampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 8);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286l,;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L04, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diuabh dengan beberapa kali terakhir Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)1'

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322l';

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahwn 2025 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

12. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2026 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A25 Nomor ...);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor Aa7);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2O2l tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1a19);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023
Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian
Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2A23
tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak
Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7271;

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2Ol9 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2O2L Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor L7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Lampung Tahun 2AO25-2O45 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2024 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2A25-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2A22 Nomor 2);



Menetapkan :

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2025-2A26 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun
2023 Nomor 43);

24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2025 Nomor 2O);

25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022
Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada
Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Frovinsi
Lampung Tahun 2A22 Nomor 37);

26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2A2l
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 101 tahun 2016 Tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Berita
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2O2L Nomor 43);

27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Keda Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024
Nomor 1);

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2O2l Nomor 53);

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga
(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2O2l Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
AI{GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.26.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan
yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak
dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah danlatau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumn yang
memuat kebdakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yong
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara rJmum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunarl
rancangan APBD.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah
kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.

17. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.



Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp7.O L2.532.370.3 1 1,00 yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp4.025.O32.82O.130,00 yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp3.23 1.083.33 1.000,00

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp481 .946.67 O.0O0,0O

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp202.001.69 1 .000,00

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl 10.001.128.130,00

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3.231.083.331.000,00 yang terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
d. Pajak Air Permukaan (PAP);
e. Pajak Rokok;
f. Pajak Alat Berat;
g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

(2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 1.321.008.331.000,00.

(3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.000.000.000,00.

(a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000.000,00.

(5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp10.000.000.0O0,00 .

(6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp740. 000. 0O0.000,00.

(7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f
direncanakan sebesar Rp2.0O0.000.000,00.

(8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp2.075.000.000,00.



Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rpl.321.OO8.331.O00,0O yang terdiri
atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang sedan direncanakan

sebesar Rp26.O88.858.000,00.
b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Jeep direncanakan

sebesar Rp 1 1 1.235.6 16.OOO,OO.
c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Minibus

direncanakan sebesar Rp548.346.593.000,00.
d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Microbus direncanakan

sebesar Rp3. 194.O97 .000,00.
e. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar

Rp 1. 197 .414.000,00.
f. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil BaranglBeban-Pick Up

direncanakan sebesar Rp 107.070.557.000,00.
g. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Light Truck

direncanakan sebesar Rp 133. L7 8.77 O.O00,O0.
h. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Truck

direncanakan sebesar Rp97 .442. 560.000,00.
i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil BaranglBeban-Blind Van

direncanakan sebesar Rp2.4 14.655.000,00.
j. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

direncanakan sebesar Rp29O.626. 360. 000,00.
k. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga

direncanakan sebesar Rp19 L.7 87 .AOO,OO.
L Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar

Rp21.064.000,00.
(2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp356.000.000.000,00 yang terdiri atas:
a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Sedan

direncanakan sebesar Rp 1.433.000.000,00.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Jeep

direncanakan sebesar Rp2 5. 2 50. 000. 000,00.
c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang

Minibus direncanakan sebesar Rp1 18.667.000.000,00.
d. Bea Ba-lik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Micro

Bus direncanakan sebesar Rp730.000.O00,00.
e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Bus

direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban

Pick Up direncanakan sebesar Rp33.600.000.000,00.
g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban

Light Truck direncanakan sebesar Rpl 2.750.000.000,00.
h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban

Truck direncanakan sebesar Rp1 1.800.000.000,00.
i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban

Blind Van direncanakan sebesar Rp16.800.000.000,00.
j. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Dua

direncanakan sebesar Rp 133.500.000.000,00.
k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Tiga

direncanakan sebesar Rp1. 1 50.000.000,00.
1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobi1 Roda Tiga

direncanakan sebesar Rp7O.OOO.OOO,0O.


